BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 3% TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

Menimbang: a.

Mengingat

i

MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat (1) huruf c¢ Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD dapat dilakukan
apabila terjadi perubahan yang mendasar, salah satunya
perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan daerah
dan perubahan perangkat daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangynan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700j);



10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipts Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-2023 {Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009
Normor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun
2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor
57);

—_— -



13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu
Raya Nomor 46} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu
Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 75);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 5
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024.

'
Pasal 1 C
/
K

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8, angka 9 dan angka 23 Pasal 1 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kubu Raya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

b
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Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di
Wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2019-2024, yang selanjuthya disebut RPJMD adalah
Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024,
merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, Tujuan,
Sasaran dan Program Kepala Daerah denhgaan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Kubu Raya Tahun 2009-2029, serta memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN} Tahun 2020-2024
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019-2024,
yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 dengan berpedoman
pada RPUMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periocde perencanaan.

Misi Daerah adalah rumusan umum daerah mengenai upaya vang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Daerah.

Strategi adalah langkah yang Dberisikan program indikatif untuk
mewujudkan Visi dan Misi Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
Upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesual dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah  serangkaian  aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome)
suatu Program.

Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang
sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang
tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang
hendak dicapai dan tidak kaku.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber
daya pembangunan.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran {(output), hasil (outcome), dampak (impact).
Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan
misi Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi
pembangunan nasional, kebijakan umum program
kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga kewilayahan
dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara mellyeluruh termasuk arah kebijakan
fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu

Raya.

Diundangkan di Sungdi Raya

(4

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 WNovember 2021

t PATI KUBU RAYA,

pada tagggal ..19. No &M be « 202

SEKRE

YUS
LEMBAR

IS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NIZAM

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT:{ & /2021)



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR % TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah diwajibkan
menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 5
tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Berkenaan dengan perubahan kewenangan daerah,
nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah, target kinerja daerah serta
perubahan kebijakan nasional yang mendasar lainnya, maka Dokumen
RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 perlu dilakukan
penyesuaian dan perubahan. Dokumen perencanaan ini diharapkan akan
mengarahkan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tercantum
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2009-2029. Dengan demikian RPJMD Perubahan ini
merupakan penjabaran perencanaan pembangunan jangka menengah ketiga
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2009-2029, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk
masa 5 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2019
hingga Tahun 2024.

Penyusunan RPJMD Perubahan ini dilakukan secara partisipatif
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, dan
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta berdasarkan reviu dan evaluasi Dokumen RPJMD Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2019-2024 dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas
perencanaan pembangunan daerah, daya saing dan pelayanan
kepemerintahan di semua bidang serta mewujudkan keterpaduan dan
keberlanjutan pembangunan baik dalam lingkup wilayah yang meliputi
keterpaduan pembangunan dalam konstelasi Provinsi Kalimantan Barat dan
Nasional maupun lingkup waktu yang menjamin keterpaduan dan
keberlanjutan pembangunan tahunan daerah, mengefektifkan dan fokus
penanganan beberapa isu strategis daerah yang dapat dicapai dalam sisa
waktu periode perencanaan lima tahunan ketiga ini yang akan berakhir
pada tahun 2024 berbasis holistis, integratif, tematik dan spasial.

PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.
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LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR ? TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATENKUBU RAYA NOMOR 5TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas
berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-
2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Dokumen
RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evalusi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah,

Dengan tersusunnya Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2019-2024 ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses

pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan, dan akhirnya

dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai kegifitan

pembangunan secara umum.

Sunai Raya, 0 November 2021

BUPATIKUBU RAXA,

DA M RAWAN
/

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024]i
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